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FROVINS] KALIMANTAN TENGAH

FPERATIIRAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA FEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUKAMARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BEUFATI SUKAMARA,

bahwa erdasarkan ketentuan Pasal 26 ayval [2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tenrang  Sistem Perenicanaat
Pembangunan MNasienal dan Pasal 262 ayal (2] Lndang-Linelang
Momor 23 Tabun 2014 {lenteng Pemenontahan Traerah,
sehayaimana elah beberaps kalbl dinbah  lerakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan
Eedua Atas Undang-Undoang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pomerintah  Dacrah
ditetaplan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintals Dasrah Kalupaten Sukamara Tahun 20024,

Unmlang-Undang Nomoe 3 Tahun 2002 entang Pembentiakan
Kabupalen  Rabngan, Kalupalen  Derdyan, Kabupaten
Sukamara, Kebupsten Lamanday, Kebupaten Gunubg Maes,
Kabupatlen Puling Fisau, Kabupaten Muring Rayva, Katbuapatlen
Banto Timur di Proving Kalimantan Tenpah (Lembaran Negars
Eepublik Indonesia Tahun 2002 Nomoer 18, Tambahan
Lembaran Mepara Ropublik Indonesia Momor 4130);
LUndang-Undang Nomer 2% Tahun 2004 teptang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Fepublik Indenesia Tahun 2034 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indenesia Nomor 4421},
Linglang-Unddang Motmor 17 Tahun 2007 tentang FHencana
Pembangunan Jangka Panjang Nesional Tehun 2005-2025
{l.Lembaran Negara Repuldik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Repullik Indonesia Nomor 4720,
Undang-Undang Nemer 22 Tabun 2014 rentang Pemerintahan
Draerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momer 244, Tambahan Lembaran Nepara Repulblik Indoncsia
Momor 5587, sebupaimana telab beberapa kali dinbah terakhir
dengan Undang-Unedang  Wormor O Tabhun 2015 tencang
Prrubahan Kedua Atas Undang-Tndang Noenor 23 Tahun 2014
tcntang Pemerintahan Daerab [Lembacen Negara Republik
Ilndonesia Tahun 20153 Nomaor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5679},



JRER

12,

Undang-tEindang Neomor & Tahun 2020 tentang Penelapar
Peraturan Perperintab Pengpanti Undang-Undang Nomeor 2
Tahun 2020 lentane Perubahan Keriga atas Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2013 tenlang Penetapan Peraturan Pemcrintah
'engganti Undang-Undang MNomoe 1 Tahuon 2014 tentang
Pemiliban Gubcrnur, Bupali, dan Walikewa Menjedi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negata
Republik Indonesia Nomor 6247);

Pergturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 renlapg Rencana
Tata Ruang Wilavah Nasional {Lembarsn MNepara Repulilik
Inclonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Reqgablik [ndonesia Nomor 4833), sebagaimana tckah diubkah
tlengan Peramiran Pemerintab Nomor 13 Tahon 2017 tontang
Perubabian Alas Peraftlran Pemerintah Nomor 26 Tabun 2002
tenlang Rencans Tata Buang Wilavah Nasional |Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahoo 2007 Nomore 77, Tambahan
Lembaran Negara REepublik Indanesia Nomor (042

Perataran Pemenntah Nomor |2 Tahun 2016 rentang Perangkat
Cacrah (Lembaran Negars Bepuhblik Indonesia Tahuaon 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momer SHET), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintalh Momor 72 Tahun 2019 tentang Perabahban Atas
Peraturan Pemerintaly Momor 18 Tahumn 2016 rentang Peranglkat
Maerah (Eembaten Negara Republik Indonesis Tahun 2019
Momeor 1HT, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indenesia
Mornor 64027,

Perdluran  Permerntabh Nomor 12 Talun 2019 tentang
Peneelolaan Keusngan Daerab [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tamhaban Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 632 2);

Peraturan  Pemeriniah Noemor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelengzaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lioglkungan
Hidup {Lembaran Megara Bepublik [odonesia Tabun 20021
Momeor 32, Tambahan Lembaran Negura Repubbk Indonesia
MNomor 63227,

Feraturan Fresiden Nomor 18 Tahun 2020 (emiang Rencana
Pembangunan .langka Menengzh Nasionsl Tahun 2020-2024
[Lermbatan Negara Repukblik [ndonesia Tabun 2020 Nomoer 1),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cars  Perencanaen,  Pengendabian dan Evaluasi
Permbmngunan  Deerah, Tata Cara Esaluasl Rancangan
Peraturan Dacerah fentang Rencana Pembanpunan Jangks
Manjang Dasrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah, serla Tala Cara Parubahan FEencana Pembanpunan
Janpka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka
Mencngah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
[Berita Mepara Republik Indonesia Tahun 20017 Nomeor 13 12);
Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor 70 Tabun 201% tentang
Qiztemn [nformasi Pemerintaban Deerah [Berita Nepara Republik
Indonesia Tahun 24019 Nomar 1114);

Peraturan Menteri Dralam Negeri Nomaor 90 Tahun 2019 tentang

Klasiikasl, Kodehkas, dan Nomenklatur FPercnosnoaan
Pembangunan Dan Keuangsn Dasrah [Berita Negara Hepubiik
Indonesia Tahun 2019 Momor 1447);



WMengtapkan :
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Peratulran Menterl Dalar epert Nomor L8 Tahun 2020 tentang
Peraluran  Pelaksgnaan  Peraluran  Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tenlang Laporan dan Evaluas: Penvelenggaraan
FPemenintahan Dacrah  (Bernila Negara Republik  Indonesia
Tabhun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menten Dalam Negen Nemeer 77 Tahun 20020 tenlang
Pedoman Teknis Pengclolaan Kcuangan Daerah (Benta Newara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1781]);

Peraturan Menteri Dalam MNegen Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan 3tandar Pelayanan Minimal
{Retita Negara Republik Indonezia Tahun 2021 Nomor 1419},

.Peraluran Daecah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ©

Tahtn 2021 tentang Eencana Pembangunan Jangka Menengah
Dwmerah Provingd Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
[Lembaran Maerab Provins Kalimantan Tengah 1Tahun 2021
Nomor £, Tambahao Temhbaran Daerah Provinsi Kalimanian
Tengah Nomor 142);

Peraturan Daerah Kabuparien S3ukamera Nomor 14 Tahon 2012
tentang Rencana Tala Ruang Wilayab Kabupaten Sukamara
Tahun 2012-2032 (Lembaran Maerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2312 Nomor 14);

Peraturan Caerah Kabuparen Sukamars Nomor & Tahtie 2016
tentang Pembentukan dan  Susanan  Perangkat  Daerab
(Lembaran Draerah Kabupatcn Sukameara Tahun 201G Normor 6,
Tambrhan Lembaran Dasrall Kabupaten Sukamars Nomor 90y
sebagaimmane telabh diubah dengan Peraturan Dasrah Kabupaten
Suikamara Wmnor 6 Tahun 2019 tenrang Porubahan Atas
Peraturan Dasrah Kabupaten Sukamara Nomer 6 Tahun 2016
tentang  Pemberniukan  dan Busunan Perangkat  Daerab
Kahupaten Sukamars [Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Momor & Tahun 201%, Tambahan Lembaran Dacrah Ksbupaten
Sukamara Nomor 67);

IPeraturan Dacrah Kabupaten Sukamara Nemor 2 Tahun 2019
tcniang Rencana Pembengunen Jangka Menengah Dacrah
Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabuparen Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambaban
Lembaran Dacrah EKabupalen  Sukamars Nomor  64)
sebagaimana telah diubah denpan Persaiuran Diaeral Kebupaten
Sukamara Nomor 1 Tahun 2022 tontang Perubahan otes
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Momor 2 Tahuon 20019
Temang Rencana Pembangunan Janpka Menengah Daccah
Kalupaten Sukamara Tabun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Habupalen Sakamara Tahun 2022 Nemor 1, Tambshan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 81},

Peraluran Dacrah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tabon 201%
tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Pamang  Dasrah
Kabupaten Sukamara Tabun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 8, Tambsmhban
Lembaran Dacrah Kabupalen Sukamara Nomor B9);

FPeraturan Bupati Sukemara Nomor 9 Tahun 2093 tentang
Rencans Pembangunan Dacsrabh Kabupaten Sukamara Tahun
2024-2026 (Berita Daccah Kabupaten Sukamara Tahian 2022
Momor Y.

MEMUTUSHAN:

FERATURAN RUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 224,
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BAE I
KETENTUAN TMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Dacrah inl yang dimaksud dengan:

nall Sl

Lo,

1.

12,

13,

14.

(1}

Daerah adalah kKabupaten Sukamara.

Kabupaten adalah Kabupaten Sulkamara.

Bupat adalzh Bupati Sukamara.

Pemerintahan Dacrah  adalah peoyclenggaraan urusan
pemerintaharn oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Raloyat Daerah menueii asas otonnmi seluas-lnasnya Jan Tugas
Petnhantuen dengan prinsip otonomi sellas-luasnya dalam sistem
tban pringip Megaea Kesaldan Repubhlk Todonesia sebapaimans
timaksied dalarn Undang-Undane Dazar Negara Fepublikc
Indomesia Tahumn 1945,

Dewan Perwalilan Falyal Daerah yanp selanputmea disingloat
DPED adalah Deowesn Perwakilan Eakyar Dacrah Kabupaten
Sukamara.

Peranpkat Dacrah adalah unsur pembantu Kepala Dacrah dan
DFRED dalam penyelenggaraan Urisan Pomerintahan yang menjadi
kewcnangan Daerah.

Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah vang selanjuthya
digebut  sebapsi RPEIPD adalah  dokumen  perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Eencana Pembanpunan Jangka Moepengah  Dacrsh veang
selanpuinya  disingkat FRIMD adalab delalmen perencansan
dacreh untuk penode 2 [hma] lehun lerhilung sejak dilanitk
sampaEl denpan berakhimya mass jabatan Kepala Dacrah.
Rencana Stratepis Perangkal Doerah yane selanjulnya disinghbal
Feostra  Porangkat Daerah  adalah  dokumen  perencanasn
lcrangkat Dacrah untuk periode 5 (lima) tahun.

Hencana Pemmbangunan Tahunan Dacrah yang sclanjutnya discbut
Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  disingkat EKPD  adalah
dokumen perencanaan pembanpunan  dacrah  Kabupaien
Qukamara uncuk pericde 1 tahun,

Rencana Keoja Perangkat Daerah vang selanjurnya disinglat Renja
Perangkal Daerab  edalah doloomen perencanaan  Perangkat
Dasrak untuk perioeds | [sauw] tahuan.

Anpggaran Pendapatan dan Belanja Daerrh yang selanjutnya
dizsingkal APBD adalah rengang kewangatn tahunan Daerab
Kabupaten Sukamara yang ditelapken denpan Peraluran Dascah.
Kchijakan Umum APED yvang selanjulnya disinglkat KUIJA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, helanga dan
pembiavaan serta asumisi yvang mendasarioyva untuk periode |
[gatu] raliun.

Prinritas dan Plafon Anggaran SBementara  yang  selanjulnya
dizingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anpgaren vang diberikan kepada perangkat dacrah untuk scliap
program Jan keglatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kega dan angparan sabuan ketjs perangkat daerah,

Ppeal 2

Maksud  Penvusunan  RKPD Tabun 2024 adalah  untuk
mcmberikan arah pembsngunan Kabupaten dan  sinergisitas
program dan kegiatan di daerab, baik yaog dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten sendin, oleh Provinsi Kalimantan Tengali,
nleh Pemerintah Pusat maupun yang akan dilaksanakan bersama-
sama masyarakat Kabupaten,
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[2] Tujuan dai peayusunan REPL Tahun 2024 adalah:

.

il

rmemaduserasikan agenda dan DrOETATR prioritas
pembanginan nasional vang terivang di dalam Hencana Kerja
Pernerintah {RKP} Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah
Nacrah (RKPD) Provinsi Kalimmantan Tengabh Tahun 2024, dan
kebwluhan il masyarakal Kabupaten, sehingga pendanaan
APBN sinergis denpan pendanaan APBD Provinsl Kalimantan
Tengah dan APBDY Kabaipalen;

mewadahl  perencanaan pembaeopunan daeralb yang
mengpunakan metede kerangka berpikir ilmiah {Teknokratik),
melibatkan atau membert andill kepaela semua pemmangku
kepentingan (Stakeholders), mewujudkan visi dan mizi Kepala
Dazrah {Molitik) vang sccara lidak langsung merapakan tempat
bertemunya percncanaan yang berasal dan pemeriniab (Atas -
Bawah) dan aspirasi dan scluruh masyarakat [Bawah - Aras);
merupakan landasan untuk menctapkan  propram dan
kepialan  daerah, serta rekomendast  kebhyakan puna
mendukung implemnentast programkeglatan angeparan lahun
teribellinya;

pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyvusun Eenga
Perungkal Dhaerah; dan

alal unluk menjamin keterkaiten dan kKonsistens] antara
PETETICAGGATL, Penganperran, pelaksanaan dan penpawasin,

Pasal 3

EKPPD Tahun 2024 merapekan cdolalmen Rencana Kerja Pemenntah
Kabupatcn yang menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS Talhon
Angparan 2029, yanpg akan dituangkan lebah langat dalam Rencana APBE
Kabupatcn Tahow Anggaran 20024,

BAE II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

1) Sistemalika Peovusunan RKPD Tahun 2024 disusun dengan
Sigtematika sebagai heriloot

BAB | : PENDAIIULL AN

BAR II : GAMDARAN UMUM KONDNSI DAERAH

BABR I : RERANGKA EKONCGM] DAERAH DAN KEUANGAN
DATRAH

BAB 1Y - SASARAN DAN  PRIGRITAS  PEMBANGLUNAN
BAERAH

BaB W - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAE VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DaERAH

BAB VIl : PERNUTUFR

(2} Sistematika Pengyusunan REPD schapuimana dimaksud pada avat
{11 tercantum dalam Lampiran veng merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupah ma.

BAB 1T

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

1) RKPD dapal rlivhah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadasn dalar tabun berjalan.



(2) Perkembangan keadaaan dalam tahun berjelan sebagaimana
dirmmalesud pada ayat (1), sepertl:

4. poerkembanpsan yang tdsk scsual dengan asuamst  kcrangks
eleonomi dacrah dan kermnehs pendanaan, prientas dan sysaran
pombanpunan, rencana program dan kegatan priontas dacrah,

b, kecadoan wvoneg moseebablkon =aldo angparon lebih tahun
angparan sebclumnya hairus dipunakan untuk tahun berjalan;,
datfatau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

(3] Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud  dalam  avat (1)
ditetapkan denpan Peraturan Bupati.

BAR IV
KETENTUUAN PERALTHAN

Paaal &6

(1) Propram, kegiatan dan sub kegiatan bara yvang silamyz mendezak
dan lidak lerluang dalam RKPD Tabuo 2024, dapat dimasokkan
dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 20024 sepanjang mendapat
persetujusn dari Bupati dan dicwangkan dalamy berita acara
kesepabkatan antara Bupat dan kelua PRI

{2 Propram, keglatan dan sub keglatan buarg rang sifalnva memdesak
scbagpimana dimaksud pada ayat (1} adalak akibat terdapar
kebijakan nasional atau provins, keadasn darural, keadaan uare
asa, dan perintah dan peraturan perundang-undangan vang
lebik tinggl setelah EKPD ditetapkan,

I3} Penambahan Program, kegiatan dan sub kegmalan bana diluar BRPD
sebagaimana ditnaksud pada ayat (1] dan ayat [2) dituangkan ke
dalam Perulmhan EKPD Tahun 2023 sesual Perafuran yvang berladoa,

BAB V
PENUTLUP

Pasal 7
Perafuran Bupati int mulai berlaku pada tanpgal dinndangkan,

Agar sctiap orang mengetahuinga, memerintabkan pengundangan
Peraturan Bupati inl dengan penempulannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetupkan ol Bukatnaca
pada tanggal 17 Tuli AU0EGE

BUPATI SURAMARA,

ttd

WINDU BUBAGIO

Diundanekan di Sukamars
pada tangpal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LEGMANA




